KPK Didesak Tuntaskan Skandal
Mega Korupsi e-KTP, Selidiki
Dugaan Keterlibatan Ganjar
dan Agun

Category: Hukum
written by Redaksi | 26/02/2025

i |

¥ [ TUNTASKAN DOSA Demokasy”
" TUNTUTAN m”‘mmsmumﬁ.,.

= FEMDEY PRANSS GRS VTS M et g

o P S S T W — T | S - Y

i TRARFLLIE
LTI MELARRITIRAN FINPORE T2 \_
e PURSN  TE __..,.::r-—-" !

T e 5 i
ORINEWS.id - Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD)
mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan
skandal mega korupsi e-KTP yang telah merugikan keuangan
negara Rp2,3 triliun.

Desakan itu disampaikan AMPD saat menggelar unjuk rasa di
depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4,
Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Februari 2025.

Koordinator aksi, Bung Arnold mengatakan, penegakan hukum
tidak boleh tebang pilih dan harus menyasar semua pihak yang
diduga terlibat dalam kasus e-KTP.

“Berdasarkan putusan pengadilan dan kesaksian para terpidana
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kasus e-KTP, disebutkan bahwa Ganjar Pranowo yang saat itu
menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, serta Agun
Gunandjar, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR
RI, menerima aliran dana dari proyek e-KTP. Namun hingga kini,
belum ada langkah konkret dari KPK untuk memproses
keterlibatan mereka,” kata Bung Arnold dalam orasinya.

Menurut Arnold, sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam
pengawasan proyek e-KTP di Komisi II DPR saat itu, Ganjar
Pranowo dan Agun Gunandjar memiliki kewajiban moral dan hukum
untuk mempertanggungjawabkan dugaan keterlibatan mereka dalam
kasus ini.

Apalagi, fakta-fakta hukum yang telah terungkap di pengadilan
tidak boleh diabaikan, dan KPK harus segera membuka kembali
penyelidikan terhadap mereka.

“Kami tidak ingin hukum hanya menjadi alat Politik yang tajam
ke lawan, tetapi tumpul ke kawan. Jika memang pemerintahan
Prabowo serius dalam memberantas korupsi, maka tidak boleh ada
perlindungan terhadap tokoh politik mana pun. Ganjar Pranowo
dan Agun Gunandjar harus diperiksa, sebagaimana fakta hukum
yang telah terungkap di pengadilan!” tegas Bung Arnold.

Arnold menerangkan, kasus korupsi e-KTP merupakan kejahatan
besar yang merugikan seluruh rakyat Indonesia. Jika kasus itu
tidak dituntaskan kata Arnold, maka kepercayaan publik
terhadap pemerintahan Prabowo akan terguncang dan reformasi
pemberantasan korupsi yang dijanjikan akan kehilangan
legitimasi.

“Kami tidak akan berhenti. Jika pemerintahan Prabowo ingin
membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, maka skandal e-
KTP harus diselesaikan tanpa pandang bulu. Jika hukum masih
dipermainkan untuk kepentingan politik, maka rakyat akan
kehilangan kepercayaan kepada pemerintahan ini,” pungkas Bung
Arnold.

Dalam aksi ini, AMPD menyampaikan 3 tuntutan, yakni Presiden
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Prabowo harus memastikan pengusutan skandal e-KTP hingga
tuntas, tanpa adanya intervensi politik yang dapat menghambat
proses hukum.

Kedua, KPK wajib bekerja secara transparan dan independen,
dengan melanjutkan penyelidikan terhadap nama-nama yang telah
disebut dalam putusan pengadilan dan kesaksian para terpidana
kasus e-KTP.

Dan ketiga, menuntut pengusutan dugaan keterlibatan Ganjar
Pranowo dan Agun Gunandjar, yang saat itu menjabat sebagai
Wakil Ketua dan Ketua Komisi II DPR RI, karena telah disebut
menerima uang dalam proyek e-KTP berdasarkan fakta hukum yang
telah terungkap di pengadilan.[source:rmol]



